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Pemerintah melakukan tindakan
pengamanan Industri.

(2) Tindakan pengamanan
Industri dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) meliputi:

a. pengamanan akibat kebijakan,
regulasi, dan/atau iklim usaha
yang mengancam ketahanan
dan mengakibatkan kerugian
Industri dalam negeri; dan

b. pengamanan akibat
persaingan global yang
menimbulkan ancaman
terhadap ketahanan dan
mengakibatkan kerugian
Industri dalam negeri.

Pasal 97
Tindakan pengamanan Industri
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96 ayat (2) huruf a
ditetapkan oleh Presiden dengan
mempertimbangkan usulan
Menteri.

Pasal 98
(1) Penetapan tindakan
pengamanan sebagai akibat
persaingan global sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat
(2) huruf b berupa tarif dan
nontarif.
(2) Penetapan tindakan
pengamanan berupa tarif
dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
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keuangan atas usul Menteri.
(3) Penetapan tindakan
pengamanan berupa nontarif
dilakukan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri
terkait.

(4) Tindakan pengamanan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat didukung dengan
program restrukturisasi
Industri.

Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pengenaan tindakan
pengamanan Industri
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua
Tindakan Penyelamatan Industri

Pasal 100
(1) Pemerintah dapat
melakukan tindakan
penyelamatan Industri atas
pengaruh konjungtur
perekonomian dunia yang
mengakibatkan kerugian bagi
Industri dalam negeri.
(2) Tindakan penyelamatan

Industri sebagaimana dimaksud
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AL G 2o A
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pada ayat (1) paling sedikit sho] A A gk}
dilakukan melalui:
a. pemberian stimulus fiskal; a. A FFA A

dan
b. pemberian kredit program.
(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenal tindakan
penyelamatan Industri diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

PERIZINAN, PENANAMAN
MODAL BIDANG INDUSTR]I,
DAN FASILITAS

Bagian Kesatu
Izin Usaha Industri dan Izin Usaha
Kawasan Industri

Pasal 101
(1) Setiap kegiatan usaha
Industri wajib memiliki 1zin
usaha Industri.
(2) Kegiatan usaha Industri
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Industri kecil;
b. Industri menengah; dan
c. Industri besar.
(3) Izin usaha Industri
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Menteri.
(4) Menteri dapat melimpahkan
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sebagian kewenangan pemberian

izin usaha Industri kepada

gubernur dan bupati/walikota.

(5) Izin usaha Industri

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. Izin Usaha Industri Kecil;

b. Izin Usaha Industri
Menengah; dan

c. Izin Usaha Industri Besar.

(6) Perusahaan Industri yang

telah memperoleh 1zin

sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) wajib:

a. melaksanakan kegiatan usaha
Industri sesuai dengan 1zin
yang dimiliki; dan

b. menjamin keamanan dan
keselamatan alat, proses, hasil
produksi, penyimpanan, serta
pengangkutan.

Pasal 102
(1) Industri kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 ayat
(2) huruf a ditetapkan
berdasarkan jumlah tenaga kerja
dan nilai investasi tidak
termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
(2) Industri menengah
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (2) huruf b
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ditetapkan berdasarkan jumlah
tenaga kerja dan/atau nilai
investasi.

(3) Industri besar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 ayat
(2) huruf ¢ ditetapkan
berdasarkan jumlah tenaga kerja
dan/atau nilai investasi.

(4) Besaran jumlah tenaga kerja
dan nilai investasi untuk
Industri kecil, Industri
menengah, dan Industri besar
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 103
(1) Industri kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102 ayat
(1) hanya dapat dimiliki oleh
warga negara Indonesia.
(2) Industri yang memiliki
keunikan dan merupakan
warisan budaya bangsa hanya
dapat dimiliki oleh warga negara
Indonesia.
(3) Industri menengah tertentu
dicadangkan untuk dimiliki oleh
warga negara Indonesia.
(4) Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) ditetapkan oleh
Presiden.

Pasal 104

.

(3) A101Z=A 2% A cz o] that
B oA ¢ aday
FANE 722 A

(4) &ti 2k, St R Ak
ROt ARG FEEA ¢
oF FApole AFyko] A,
A103%
(1) A102%9] AR AHg)e
JAEY Ao} FHlgte] AFE 4
Ak,
(2) 540l domn W= Z3}
Ao 2 dE Abe Q|
Ao} Zrlgte] AfE 4= 9l
(3) 54 TR gL A=
dlAlo} wrlo] Afe 4= Q=
= Frgt
(4) A2&3t A3ee] AdL o
s@ol At

A104x



http://world.moleg.go.kr/

Q SR A @ AMIAE A 2 e

KUS

ro

=EELE

#

(1) Setiap Perusahaan Industri
yang memiliki 1zin usaha
Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat (6) dapat
melakukan perluasan.

(2) Perusahaan Industri yang
melakukan perluasan dengan
menggunakan sumber daya alam
yang diwajibkan memiliki
Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan wajib memiliki 1zin
perluasan.

Pasal 105
(1) Setiap kegiatan usaha
Kawasan Industri wajib memiliki
izin usaha Kawasan Industri.
(2) Izin usaha Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Menteri.
(3) Menteri dapat melimpahkan
sebagian kewenangan pemberian
1zin usaha Kawasan Industri
kepada gubernur dan
bupati/walikota.
(4) Perusahaan Kawasan
Industri wajib memenuhi
standar Kawasan Industri yang
ditetapkan oleh Menteri.
(5) Setiap Perusahaan Kawasan
Industri yang melakukan
perluasan wajib memiliki 1zin
perluasan Kawasan Industri.
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Pasal 106

(1) Perusahaan Industri yang
akan menjalankan Industri wajib
berlokasi di Kawasan Industri.
(2) Kewajiban berlokasi di
Kawasan Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Perusahaan
Industri yang akan menjalankan
Industri dan berlokasi di daerah
kabupaten/kota yang:

a. belum memiliki Kawasan
Industri;

b. telah memiliki Kawasan
Industri tetapi seluruh
kaveling Industri dalam
Kawasan Industrinya telah
habis;

(3) Pengecualian terhadap

kewajiban berlokasi di Kawasan

Industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) juga berlaku bagi:

a. Industri kecil dan Industri
menengah yang tidak
berpotensi menimbulkan
pencemaran lingkungan hidup
yang berdampak luas; atau

b. Industri yang menggunakan
Bahan Baku khusus dan/atau
proses produksinya
memerlukan lokasi khusus.

(4) Perusahaan Industri yang
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dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan
Perusahaan Industri menengah
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a wajib berlokasi
di kawasan peruntukan Industri.
(5) Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 107
(1) Perusahaan Industri yang
tidak memiliki 1zin usaha
Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat (1),
Perusahaan Industri yang tidak
memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (6), dan/atau
Perusahaan Industri yang tidak
memiliki 1zin perluasan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (2) dikenai
sanksi administratif.
(2) Perusahaan Kawasan
Industri yang tidak memiliki 1zin
usaha Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 105 ayat (1), Perusahaan
Kawasan Industri yang tidak
memenuhi standar Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 ayat (4),
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Perusahaan Kawasan Industri
yang tidak memiliki 1zin
perluasan Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 105 ayat (5), Perusahaan
Industri yang tidak berlokasi di
Kawasan Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(1), Perusahaan Industri yang
dikecualikan yang tidak
berlokasi di kawasan peruntukan
Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (4)
dikenai sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

C. penutupan sementara;

d. pembekuan 1zin usaha
Industri atau izin usaha
Kawasan Industri; dan/atau

e. pencabutan i1zin usaha
Industri atau izin usaha
Kawasan Industri.

Pasal 108
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pemberian izin usaha Industri
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101, 1zin perluasan

sebagaimana dimaksud dalam

(3) A1} A2el YA
o

T

a.
b.
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d
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Pasal 104, izin usaha Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 dan kewajiban
berlokasi di Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 serta tata cara
pengenaan sanksi administratif
dan besaran denda administratif
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Penanaman Modal Bidang Industri

Pasal 109
(1) Pemerintah dan Pemerintah
Daerah mendorong penanaman
modal di bidang Industri untuk
memperoleh nilai tambah
sebesar—besarnya atas
pemanfaatan sumber daya
nasional dalam rangka
pendalaman struktur Industri
nasional dan peningkatan daya
saing Industri.
(2) Untuk mendorong
penanaman modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Menteri menetapkan kebijakan
yang memuat paling sedikit
mengenal:

a. strategi penanaman modal;

A2
2 Fof Fa
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A QA F7h A9 @
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b. prioritas penanaman modal;

c. lokasi penanaman modal;

d. kemudahan penanaman modal,
dan

e. pemberian fasilitas.

Bagian Ketiga
Fasilitas Industri

Pasal 110

(1) Pemerintah dan Pemerintah

Daerah dapat memberikan

fasilitas untuk mempercepat

pembangunan Industri.

(2) Fasilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada:

a. Perusahaan Industri yang
melakukan penanaman modal
untuk memperoleh dan
meningkatkan nilai tambah
sebesar—besarnya atas
pemanfaatan sumber daya
nasional dalam rangka
pendalaman struktur Industri
dan peningkatan daya saing
Industri;

b. Perusahaan Industri yang
melakukan penelitian dan
pengembangan Teknologi
Industri dan produk;

c. Perusahaan Industri dan/atau

Perusahaan Kawasan Industri

A| 3
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(1) AFe} AR = Ab

-

AN

4e 28] Siste] Hols

3L A~
A& 99]\‘4

(2) A1de] Hele T
o tjste] AlFetct,

a. A} OQ?ZJ /R]:Q]_ vl )\
7

bl
st

1}\]

RS Ay
F3st7) Slsfel 7
SR

olll

=
=
g
3]
=

m\m Jlﬂ o\:o

>

SEER

7}

<

ReRr Rt

Aol =7k 29 S

e

-

AE A 32N

12



http://world.moleg.go.kr/

Q SR A @ AMIAE A 2 e

yang berada di wilayah
perbatasan atau daerah
tertinggal;

d. Perusahaan Industri dan/atau
Perusahaan Kawasan Industri
yang mengoptimalkan
penggunaan barang dan/atau
jasa dalam negeri;

e. Perusahaan Industri dan/atau
Perusahaan Kawasan Industri
yang mengembangkan sumber
daya manusia di bidang
Industri;

f. Perusahaan Industri yang
berorientasi ekspor;

g. Perusahaan Industri kecil dan
Industri menengah yang
menerapkan SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan secara
wajib;

h. Perusahaan Industri kecil dan
Industri menengah yang
memanfaatkan sumber daya
alam secara efisien, ramah
lingkungan, dan berkelanjutan;

1. Perusahaan Industri yang
melaksanakan upaya untuk
mewujudkan Industri Hijau;
dan

j. Perusahaan Industri yang
mengutamakan penggunaan
produk Industri kecil sebagai

3 &
o A
5w 7
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komponen dalam proses
produksi.

Pasal 111
(1) Fasilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 110 ayat
(1) berupa fiskal dan nonfiskal.
(2) Fasilitas fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diberikan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang—undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai bentuk fasilitas dan
tata cara pemberian fasilitas
nonfiskal diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB XI
KOMITE INDUSTRI NASIONAL

Pasal 112
(1) Dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan pembangunan
Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dibentuk Komite
Industri Nasional.
(2) Komite Industri Nasional
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diketuai oleh menteri,
yang beranggotakan menteri
terkait, kepala lembaga
pemerintah nonkementerian

A111%=
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yang berkaitan dengan Industri,

dan perwakilan dunia usaha.

(3) Komite Industri Nasional

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi dan
evaluasi dalam rangka
pembangunan Industri yang
memerlukan dukungan lintas
sektor dan daerah terkait
dengan:

1. pembangunan sumber daya
Industri;

2. pembangunan sarana dan
prasarana Industri;

3. pemberdayaan Industri;

4. perwilayahan Industri; dan

5. pengamanan dan
penyelamatan Industri;

b. melakukan pemantauan tindak
lanjut hasil koordinasi
sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

c. melakukan koordinasi
pelaksanaan kewenangan
pengaturan yang bersifat
teknis untuk bidang Industri
tertentu dalam rangka
pembinaan, pengembangan,
dan pengaturan Industri; dan

d. memberi masukan dalam
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Induk

A1) #7998 =

7} 39 AT7h vk,

c. 2FY A=, e B oAtA At

Aol A B k] Hoke] /)%
A 4A4e A A AR o
CEIEL:

d. =7 FANEA S, 71

33
3

W LA A
9 24 g o7 A

15


http://world.moleg.go.kr/

Q) =i @A KLIS stasziznel
Pembangunan Industri >
Nasional, Kebijakan Industri
Nasional, dan Rencana Kerja
Pembangunan Industri.
(4) Ketentuan mengenai (4) =793 o] =4
susunan organisasi dan tata A3 o &k AL gE
kerja Komite Industri Nasional o st
diatur dalam Peraturan
Presiden.
Pasal 113 A113%
Untuk mendukung pelaksanaan A1122A1389] A5 HA] A
tugas sebagaimana dimaksud < flote] I/ L= A
dalam Pasal 112 ayat (3), BoAL A A agla/msE Al
Komite Industri Nasional dapat b EZ219] 4 Foke AET}
membentuk kelompok kerja 2 788 d5F24S 78S
vang terdiri dari pakar terkait di | <= At}
bidang Industri yang berasal
dar1 unsur pemerintah, asosiasi
Industri, akademisi, dan/atau
masyarakat.
Pasal 114 A114%
(1) Pelaksanaan tugas Komite (1) =71 9h3] e dF
Industri Nasional didukung oleh q2 Ay Fokel HJFE #F
kementerian yang St= H-A 71 A Yt
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
Perindustrian.
(2) Biaya yang dibutuhkan (2) =73 A5
dalam rangka pelaksanaan tugas | d§ol & Q3 H|-&L2 = 7}o 4k
Komite Industri Nasional A Fesi

dibebankan pada anggaran
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pendapatan dan belanja negara.

BAB XII A1273

PERAN SERTA MASYARAKAT | W3]

Pasal 115 A115%
(1) Masyarakat dapat berperan (1) =& A7 AlE, A A
serta dalam perencanaan, D o o 4
pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan Industri.
(2) Peran serta masyarakat (2) A1gge] vz E v
sebagaimana dimaksud pada 7} 5o JEejE Ad A,
ayat (1) diwujudkan dalam
bentuk:
a. pemberian saran, pendapat, a. A9, oA 2 At e

dan usul; dan/atau
b. penyampaian informasi
dan/atau laporan.
(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenal peran serta
masyarakat dalam pembangunan
Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 116
(1) Masyarakat berhak
mendapatkan perlindungan dari
dampak negatif kegiatan usaha
Industri.
(2) Ketentuan mengenai
perlindungan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada

b, AR ga/mEe B A

T

(3) A1ake] 4ol Al 9
slgolo] Ba ARTFAL A
peiow A

Al116x
(1) F0e 24 Ay 259
A Jgo g Ry Hog
= de7t A
(2) Al1Fe] Fwle] wael
& rEe MEITEE VxR
kit
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ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang—undangan.

BAB XIII A1373

PENGAWASAN DAN 4= 2 A

PENGENDALIAN

Pasal 117 A117%
(1) Menteri melaksanakan (1) 3L A Al g5 2
pengawasan dan pengendalian A 2] ALY &Fol dlshe]
terhadap kegiatan usaha Industri |~ 7+53tal E#) gk},
dan kegiatan usaha Kawasan
Industri.
(2) Pengawasan dan (2) A1 5 A 3 AR}
pengendalian sebagaimana A =] 3|ALY } Tl AHY
dimaksud pada ayat (1) ol 7Aoo st == =5

dilakukan untuk mengetahui
pemenuhan dan kepatuhan
terhadap peraturan di bidang
Perindustrian yang dilaksanakan
oleh Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri.
(3) Pemenuhan dan kepatuhan
terhadap peraturan di bidang
Perindustrian yang dilaksanakan
oleh Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. sumber daya manusia

Industri;

A% 32157] gt UAD

=8

(3) Al2%e] beialAbsh bele
A BAE A EE Ak o

5} = o F-
o= T 74 58 BT L)
ofof it}

a. A A=
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b. pemanfaatan sumber daya b, AR o] &
alam;

C. manajemen energi; c. YA #g

d. manajemen air; d. 72 &+

e. SNI, spesifikasi teknis, e. SNI, 7|4 2183/t
dan/atau pedoman tata cara; Al H ) A

f. Data Industri dan Data f. Aol 2 A eA] do]
Kawasan Industri; =

g. standar Industri Hijau; g. MY FF

h. standar Kawasan Industri; h, AFdA] #F

i. perizinan Industri dan A B 4 = e R S B P
perizinan Kawasan Industri;
dan

j. keamanan dan keselamatan i AA, A, AME, A
alat, proses, hasil produksi, +5 bd 2 A
penyimpanan, dan
pengangkutan.

(4) Pelaksanaan pengawasan (4) A1) 5 2 A= %

dan pengendalian sebagaimana o Ak 22 agla/as A

dimaksud pada ayat (1) o] XAt AZF 7|l A AA|H

dilakukan oleh pejabat dari unit t}.

kerja di bawah Menteri dan/atau

lembaga terakreditasi yang

ditunjuk oleh Menteri.

(5) Pemerintah, Pemerintah 5) A, TAHAF L Al/FAHF

Daerah provinsi, dan Pemerintah | + &% 02 T Zhzko] H3t

Daerah kabupaten/kota secara of whe} HE A wE x

bersama—sama atau sesuai I FAE AA]g

dengan kewenangan masing—

masing melaksanakan

pengawasan dan pengendalian

sesual dengan ketentuan

peraturan perundang—undangan.
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Kus

(6) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pengawasan
dan pengendalian usaha Industri
dan usaha Kawasan Industri
diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 118
Dalam hal pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 dan Pasal 117 ayat (3)
huruf e ditemukan dugaan telah
terjadi tindak pidana, pejabat
atau lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 ayat
(4) dan ayat (5) melapor
kepada Penyidik Pegawai Negeri
Sipil bidang Perindustrian.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 119
(1) Selain penyidik pejabat
Polisi Negara Republik
Indonesia, pejabat pegawai
negeri1 sipil tertentu di
lingkungan instansi pemerintah
yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang
Perindustrian diberi wewenang

khusus sebagai Penyidik

(6) Ake13]Abel Akg]
o) 53} B4 Aol
nie gpeon

—_

A118F
A59%¢F A|117ZFA|38A33 9]
w3 FAE A
HE 7F DA T o 4lo]
AR A9 A1172ALT T A5
slo] Y = J|HLe Ay
oke] =7} ALl A
LEITA =

5L ¥ o

o T

A 147

A}

A119%
(1) S1=uA]o} &

o
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Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam
Undang—Undang Hukum Acara
Pidana untuk melakukan
penyidikan sesuai dengan
Undang—Undang ini.

(2) Penyidik Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berwenang:

a. menerima laporan dari Setiap
Orang tentang adanya dugaan
tindak pidana mengenai SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib di
bidang Industri;

b. melakukan pemeriksaan atas
kebenaran laporan atau
keterangan yang berkenaan
dengan tindak pidana mengenai
SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara
yang diberlakukan secara
wajib di bidang Industri;

c. memanggil orang untuk
didengar dan diperiksa sebagai
saksi dalam perkara tindak
pidana mengenal SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib di
bidang Industri;

d. memanggil dan melakukan

(2) A1 F7FeFd FAA
S OE 7 59 A

a. b Fokoll A o F AldE =
SNI, 7ls=7+4 18a/s 4
FA -l et Hz P97t <
ANE = A25YH BiaA] 8

b. 2 FoFoll Al o) F AldE =
SNI, 714 a28a/%s A
T2 Z el gk Hxsee] B
a9k o] Qe tigk %
A}

c. AFg Hofol A ol F AldE =
SNI, 71&=++4 a8a/%®s 2
T2 e gk HEddee =

ANE B EAE 97 28
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pemeriksaan terhadap Setiap
Orang yang diduga melakukan
tindak pidana mengenai SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib di
bidang Industri;

e. meminta keterangan dan
barang bukti dari Setiap Orang
sehubungan dengan peristiwa
tindak pidana mengenai SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib di
bidang Industri;

f. melakukan pemeriksaan dan
penggeledahan di tempat
tertentu yang diduga menjadi
tempat penyimpanan atau
tempat diperoleh barang bukti
dan menyita benda yang dapat
digunakan sebagai barang bukti
dan/atau alat bukti dalam
tindak pidana mengenai SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib di
bidang Industri;

g. meminta bantuan tenaga ahli
dalam melakukan penyidikan
tindak pidana mengenai SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang

A
R EL DD
N Aol oE 2 9%
45
e AFY] Hool A o Al

SNI, 71&=14 Z28ja/=e 4
TR Hol o)k HE Al

Hol &= Aol A &= 2 F
AR

f. A7 La=HAY A7 &
He Fag oilo] He 54
Ao A AL E A A A
AR Lol A o F Al E =
SNI, 7l=7+4 a18ja/=es 4
FA - et Hxe SAE
aJY /e A TR AR

[ T PN
HAES F = 549

A Lopell A of - Al E =
SNI, 7l=7tA 1efal/ms A
TAF A Wk M AR A
Aw7rel A9 84
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diberlakukan secara wajib di
bidang Industri;

h. menangkap pelaku tindak
pidana mengenai SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib di
bidang Industri; dan/atau

1. menghentikan penyidikan
apabila tidak terdapat cukup
bukti tentang adanya tindak
pidana mengenail SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib di
bidang Industri atau peristiwa
tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau
penyidikan dihentikan demi
hukum.

(3) Penyidik Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan,
melaporkan hasil penyidikan,
dan memberitahukan
penghentian penyidikan kepada
penuntut umum melalui pejabat

Polist Negara Republik

Indonesia.

(4) Dalam melaksanakan

penyidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),

i. 2k} Eokell A o F

SNI, 7|74 aga/Ev 2
Fx el tfsk WA} AxE

Al Y 5 =
SNI 7]§?r7ﬂ g a/weE Al
FA R ok Az e F
A7V EFwstAY Abdo] W

9912 9294 oAy
A RES A4S A E

(3) ALge] FAHEFA A
& A A A A
9 5ol Fael gake] 2
WAlet B8 RS

& 3o
ERE R

Aot =7t

T FARS W ol A
Ad= 8388 = 3
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dapat meminta bantuan kepada
aparat penegak hukum.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 120
(1) Setiap Orang yang dengan
sengaja memproduksi,
mengimpor, dan/atau
mengedarkan barang dan/atau
Jasa Industri yang tidak
memenuhi SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan secara
wajib di bidang Industri
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) huruf b,
dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
(2) Setiap Orang yang karena
kelalaiannya memproduksi,
mengimpor, dan/atau
mengedarkan barang dan/atau
Jasa Industri yang tidak
memenuhi SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan secara
wajib di bidang Industri

A15%
AR

A120%
(1) A53FxA1dAbT e AFY
wobell A o) Al E = SNI,
71§?r7ﬂ a8 a/EE AFAF
o}xl ofy gt A& L
}(g/qu]/k a9z A
*’F o 2P /EE FEE
2kl tisled 513 o]sle] A
Rp3,000,000,000(309] F3]o})
o] alo] W ol A3},

f>HrU1

(2) A53ZFA1FAbZ L] A
ool A o] F A]d = SNI,

7]%%7& :Lﬂjl/l:l:‘—— /dl?Lx]z]
< TFokA ofY 3 AlF 1

/T AR AE A= A
A R g a/EE fEshe

24 dsle] 3\d o]sle] A3
Rp1,000,000,000(10¢] F3]o})
olste] WHgol A3,
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sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) huruf b,
dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan
pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Pasal 121
Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120 dilakukan oleh
Korporasi, tuntutan dan
penjatuhan pidana dikenakan
terhadap Korporasi dan/atau
pengurusnya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122
Pada saat berlakunya Undang—
Undang ini, Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan
Industri yang telah beroperasi
dalam melakukan pemanfaatan
sumber daya alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30, wajib
menyesuaikan dengan ketentuan
dalam Undang—Undang ini
dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) tahun sejak tanggal
diundangkan.

A121%
71¢1e] A120%2] HAHFNE
O]’L‘ O‘l‘ 7]@ j_fﬂjj_/}lt_‘.__‘
g zpol]l tEte] 714 L o]

¥}

A167
CE N

A122%
o] ol 1&g o, 213052 A
A491E ol gt £dH T 3
= A3 AF 2 A Ex] 3 A
= A" E25E 3 ol
o] Ho] JFA o uwe} AT <9
T7]' }/\qﬁ
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BAB XVII A177%
KETENTUAN PENUTUP FTATA
Pasal 123 A|123%
Pada saat Undang—Undang ini o] ol Al
mulai berlaku:
a. Undang—Undang Nomor 5 a. "AFgel #3F HE 19844
Tahun 1984 tentang A5%, (IXEUAlo} Fst= 3
Perindustrian (Lembaran H 19844 A|223, Q1EY|A]

Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3274 ) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku;

b. semua peraturan perundang—
undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari
Undang—Undang Nomor 5
Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3274) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum
diganti dengan peraturan yang
baru berdasarkan Undang—
Undang ini; dan

c. Izin Usaha Industri dan/atau

b.

o} 3= F7FHH 3274%)
« #HAHa 9 ol a8
7

2] ol g},

Ao sk HE 19844
A5%, (A=Y Ao} &=
B 19843 A|223F, AT YA

of Fslar F7IHE 32743%)
o Al fFete e
HEF A2 o] Hel wEslA] of
YstAY o] Hol wel =&
1oz HALA ofYst=
gt Algste] fFasitt.
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Izin Perluasan Industri, Tanda A5, (AEUA]o} 3= T

Daftar Industri atau 1zin yang
sejenis, yang telah dimiliki
oleh Perusahaan Industri dan
Izin Usaha Kawasan Industri
dan/atau Izin Perluasan
Kawasan Industri yang telah
dimiliki oleh Perusahan
Kawasan Industri yang telah
dikeluarkan berdasarkan
Undang—Undang Nomor 5
Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3274) dan peraturan
pelaksanaannya dinyatakan
tetap berlaku sepanjang
Perusahaan Industri atau
Perusahaan Kawasan Industri
yang bersangkutan masih
beroperasi sesuai dengan izin
yang diberikan.

Pasal 124
Peraturan pelaksanaan dari
Undang—Undang ini ditetapkan
paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Undang—Undang
1n1 diundangkan.

Pasal 125

o]l =

, ! -

H 1984 A22% U] A]
o} ¥slar F7HARE A3274
$)9F o] e AldFE e whe}
g s ofdl mal Al&ske]
AHa = AR § 7t
a5 /Ee= AP AL &7, 4F
A3AE A5 5F9 7t
e e E5S 2 A
SIAZE H 5 Akd T A] AL
& 7F agla/eE AddA] &
7t AEst fa

3.

A124Z
o] Mo AgPHL o] Hol AA
H G2 RE 249 o]y AAEH

T =

of o .

A125%
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Undang—Undang ini mulai
berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang—Undang
ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK
ASAST MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
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